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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan Pasal 54 Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang  Peran Masyarakat @ dalam = Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 40);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERAN MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya
di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli,
yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya
disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan
dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan,
serta peran Masyarakat.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PKP adalah
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan
pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
Peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah
wadah untuk mempertemukan dan membicarakan
kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah
lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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(1)

(2)

(3)

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman.

BAB II
MUATAN MASUKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Peran Masyarakat dalam  Penyelenggaraan  PKP
merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam
upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh
masyarakat.
Peran  Masyarakat dalam  Penyelenggaraan  PKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam:
a penyusunan rencana pembangunan PKP;
b. pelaksanaan pembangunan PKP;
c. pemanfaatan PKP;
d. pemeliharaan dan perbaikan PKP; dan/atau
e. pengendalian Penyelenggaraan PKP.
Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan membentuk Forum PKP.
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Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Pasal 3

Peran Masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan

PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

dilakukan dengan memberi masukan terhadap:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

perencanaan perumahan; dan/atau

perencanaan kawasan permukiman.

Pasal 4

Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. perencanaan dan perancangan rumah; dan

b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan.

Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada rumah

yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Masukan  Masyarakat dalam  perencanaan  dan

perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dapat diberikan untuk:

a. penetapan kebutuhan rumah yang meliputi lokasi,
jumlah, bentuk, tipe, dan spesifikasi teknis unit
rumabh;

b. persyaratan administrasi yang meliputi dokumen
perizinan dan status hak atas tanah; dan/atau

c. persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tata
bangunan dan lingkungan serta persyaratan
struktur bangunan.

Masukan Masyarakat dalam perencanaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk:



